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NOTULEN 

NO. NARASUMBER KOMENTAR 

1 Ir. Dwi Priyantoro, MS 
(Dosen senior dan Pengamat 
PSDA dan Irigasi) 

- Penerapan UU SDA No, 7 Tahun 2004 berdampak 
drastis terhadap penurunan sektor irigasi (bahkan 
mencapai 150.000 ha/tahun) khususnya pertanian 
rakyat. Sejak Tahun 2004 – 2014 DAS Kritis 
meningkat (108 DAS kritis), dan perubahan fungsi 
lahan sawah berkurang drastis karena debit 
menurun hingga mencapai 15 % - 20%. 

- Kalau isu ketahanan pangan, dulu ada Irigasi Jangkok 
Babak (P Lombok), Wadas Lintang (Jawa Tengah), dll 
kebutuhan irigasinya bisa diandalkan namun kondisi 
sekarang Musim Tanam 3 (MT-3) sudah tidak ada. 
Hilangnya area lahan pertanian tersebut salah 
satunya disebabkan penyadapan debit langsung dari 
mata air (spring water). 

- Bendung untuk irigasi rakyat tidak berfungsi karena 
pemasangan Brontcaptering dihulu oleh PDAM atau 
investor swasta. Seharusnya pengambilan air minum 
dengan Brontcaptering berjarak sekitar 50-100 m 
dibawah mata air (spring water) dengan tujuan 
melindungi ketersediaan debit pertanian rakyat dan 
air minum penduduk sekitarnya.  

- Jadi hendaknya pembatalan UU atau pembuatan 
RUU baru nantinya tidak hanya melihat dari aspek 
air minum saja, tetapi ketahanan pangan dalam hal 
ini pertanian rakyat harus dilindungi. Pemerintah 
harus berperan, karena petani belum mampu 
mengelola saluran tersier secara mandiri mengingat 
kemampuan petani masih sangat terbatas, atau akan 
menambah hilangnya aset pengairan dan area irigasi 
sehingga berubah menjadi kawasan permukiman. 

- Dulu penerapan UU No 11 tahun 1974 ada 2 kegiatan 
utama yaitu : upgrading dan special maintenance. 
Keberadaan Kejuron dimana tiap 2 – 3 kejuron per 
cabang seksi sangat mampu memberdayakan 
ketahanan pertanian rakyat.  

- Peran TKPSDA dalam amanat UU SDA no 7 belum 
optimal. 

 

2 Dr. Runi Asmaranto,ST.MT 
(dosen Teknik Pengairan) 

- Dalam suatu keputusan pasti ada yang Pro 
pembatalan UU, kontra pembatalan maupun di 
tengah atau menyoroti pasal-pasal yang 



dipermasalahkan saja. Namun kenyataanya sekarang 
MK sudah membatalkan dan ini harus diterima. 

- Salah satu akar konflik adalah belum ada definisi 
jelas keberadaan spring water (mata air). UU SDA no 
7 tahun 2004 mendefinisikan spring water adalah air 
permukaan (pasal 35 ayat a), namun berbeda 
dengan KEPMEN ESDM No. 1451.K.10/MEM/2000 
mendefinisikan bahwa mata air (spring water) 
merupakan ABT (air bawah tanah, pasal 1 ayat 12) 
sehingga memungkinkan untuk dilakukan Hak Guna 
Pakai Air.  

- Seharusnya spring water dilindungi tidak untuk Hak 
Guna Pakai karena terkait dengan Air minum, 
Kebutuhan dasar rumah tangga dan Pertanian 
Rakyat, apalagi keberadaan mata air semakin 
terancam seiring degradasi lahan/DAS. Spring water 
sebaiknya menjadi bagian dari air permukaan karena 
jumlahnya sangat terbatas. 

- Seharusnya jika melibatkan investor swasta (tentu 
dengan diawasi ketat oleh pemerintah) bahkan kalau 
mungkin PDAM (BUMD/BUMN) melakukan 
pengelolaan pada wilayah Akuifer dangkal dan 
Akuifer dalam (cadangan masih sangat cukup), 
bukan eksploitasi pada wilayah mata air (spring 
water) karena dengan menangkap langsung pada 
mata air dengan brontcaptering atau mengambil 
langsung untuk asas ekonomi (bukan sosial) akan 
mengurangi debit air minum dan debit OP irigasi 
pada petak tersier. 

3 Ir. Widyo Parwanto, MS 
(Alumni angk pertama, mhs 
S3 Teknik Pengairan dan 
mantan Praktis Perum Jasa 
Tirta 1) 

- Jika diringkaskan, pendapat MA persyaratan 
konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa 
UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin 
terwujudnya amanat konstitusi tentang hak 
penguasaan negara atas air.  

- Menyangkut UUD 1945 pasal 33 juga mengalami 
amndemen penambahan 2 ayat menyangkut 
perekonomian nasional (ayat 4 dan 5). 

- Ada 6 prinsip dasar dalam pengelolaan SDA yang 
diamanatkan UUD 1945, selain Negara harus 
memenuhi hak rakyat atas air, prinsip dasar keenam:  
Menimbang bahwa apabila setelah semua 
pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan 
ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah 
masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada 
usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air 
dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. 

- Kementerian PUPERA akan menyiapkan Rancangan 
peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
koordinasi, pembinaan, pengusahaan, 
perlindungan, dan pembiayaan sebagaimana 
termaktub dalam UU 11/1974.  



 
 

4 Ir. Edy Juwito 
(Alumni angk pertama, mhs 
S2 MPSDA, praktisi SDA) 

- Pembatalan UU SDA no 7 Tahun 2004 ini sebenarnya 
Berkah atau Musibah....? 

- Pada jaman ordebaru pendanaan untuk pengelolaan 
air irigasi dan pertanian tanaman pangan sekitar 
50% dari APBN. Kalau di Jawatimur, dulu kalau 
urusan proyek diurusi oleh IRJAT sedangkan untuk 
O&P dibawah Dinas Propinsi, Kabupaten/kota. Kalau 
sekarang irigasi partisipatif dengan batasan wilayah 
> 3000 hektar lintas propinsi dikelola oleh pusat, dll 
seperti dalam UU SDA. Namun kendalanya adalah 
tidak ada orang-orang pusat maupun propinsi yang 
berada di daerah mengawasi langsung 
pelaksanaannya. Apalagi didukung UU otonomi 
daerah sehingga egosentris semakin kuat.  

- Jadi menurut kondisi dan keadaan sekarang ini 
menurut saya pembatalan UU SDA no 7 ini 
merupakan berkah, karena pelaksanaannya belum 
ada pengawasan yang baik . 
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Ir. Abdul Aziz Husein, Dipl.HE 
(dosen senior, mhs S3 
Sumberdaya air) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kontribusi kita apa dalam persiapan pembuatan UU 
baru terutama untuk menyelamatkan aset yang 
telah dibuat selama UU SDA no 7 diberlakukan. 

- Pendapat pakar hukum berbeda, ada yang 
berpendapat bahwa dengan dibatalkannya UU SDA 
no 7 ini maka produk hukum turunannya menjadi 
batal, namun ada juga yang menyatakan tidak batal 
dengan kondisi tertentu. 

- Perlu dibuat FGD (focus discussion group) menerima 
masukan, juga kontribusi FT-UB kedepan misalnya 
dengan menempatkan pak Dwi Priyantoro sebagai 
Project officer, dll. 

5 Ir. Gunawan Wibisono, Dipl. 
SE, PhD 
(Alumni Dosen senior UNMER 
Malang) 

- Pembatalan UU SDA ini harus dilihat prosesnya, 
karena dulu pernah menang dalam sidang 
sebelumnya, lalu sekarang kalah. Ditelusuri sebab 
dikalahkan atau dimenangkan pada amar putusan 
sebelumnya. 

- 5 pilar SDA salahsatunya pendayagunaan, hal ini yang 
banyak dipermasalahkan.  

- Sebenarnya yang keliru bukan UU SDAnya namun PP 
yang mengatur SPAM sehingga membuka peluang 
untuk dipermasalahkan. 

- Perlu dikaji dan diskusi lebih jauh untuk kontribusi 
kita. 

7 Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS 
(Dosen PSDA Jurusan Teknik 
Pengairan) 

- Perlu dikaji mengapa semua pasal dibatalkan MK 
padahal beberapa pasal saja yang bermasalah 

- Sejauh mana implikasi perubahan UU SDA no 7 
(pembatalan) terhadap mata kuliah terkait di 
Jurusan Teknik Pengairan. 



8 Ir. Sholichin, MT.PhD 
(Ketua Jurusan) 

- Perlu ditindak lanjuti dibuat FGD terkait masalah ini 
untuk memberikan kontribusi baik individu maupun 
kelembagaan  
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